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Sexual crimes have many types and terms.  In addition, cultural differences can create different perceptions 

of sexual crimes.  This article discusses how western views and Islamic views detail the types of sexual 

crimes.  This study uses a philosophical normative approach, comparative analysis method, and qualitative 

research methods of literature in fiqh and zawajir books.  Then the results are compared with various types 

of sexual crimes in Western terms. Through it, the meeting points and differences between the two views 

made clear and solutions to understanding unwritten Islamic law.  It is important for adherents of these two 

views to understand each other before having a dialogue on deeper themes. 

 

 

 

 

Kejahatan seksual memiliki banyak jenis dan istilah. Perbedaan kebudayaan juga dapat membuat perbedaan 

persepsi mengenai kejahatan seksual. Artikel ini membahas tentang bagaimana pandangan Barat dan 

pandangan Islam memerinci jenis-jenis kejahatan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif 

filosofis, metode analisa komparatif, dan metode penelitian kualitatif pustaka. dilakukan dengan mendata 

macam-macam kejahatan seksual dalam kitab fikih dan kitab zawajir. Lalu hasilnya diperbandingkan 

dengan macam-macam kejahatan seksual dalam istilah Barat. Darinya, diketahui titik temu dan perbedaan 

antara dua pandangan dan juga berupaya memberikan solusi terhadap hukum Islam yang tidak tertulis. Hal 

ini penting untuk penganut dua pandangan ini saling memahami sebelum berdialog tentang tema yang lebih 

dalam. 
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Kejahatan seksual memiliki jenis yang 

banyak dan kompleks. Jika frase “kejahatan 

seksual”, sexual harassment (pelecehan seksual), 

dan sexual violence dan sexual abuse dicari 

dengan Microsoft Bing, maka akan muncul 25 

rekomendasi istilah kejahatan seksual lainnya
1
, 

yaitu: incest (hubungan sedarah), pedophilia 

(orang yang mempunyai selera seksual terhadap 

anak kecil), rape (pemerkosaan), child sexual 

abuse (pelecehan seksual pada anak), human 

trafficking (perdagangan manusia), prison rape 

(pemerkosaan dalam penjara), sexual assault 

(godaan/gangguan/perundungan seksual), domes-

tic violence (kekerasan dalam rumah tangga), 

hostile work environment (lingkungan kerja yang 

tidak bersahabat), statutory rape, dan sexual 

crime, child pornography, substance abuse 

(penyalahgunaan obat), zoophilia (aktivitas 

seksual manusia dengan hewan), adultery 

(hubungan seks perselingkuhan), wartime sexual 

violence (pemerkosaan saat perang), violence 

against women (kekerasan terhadap perempuan), 

indecent exposure (memamerkan alat vital atau 

semacamnya di tempat umum), child prostitution 

(prostitusi anak), victim blaming (menyalahkan 

korban kejahatan seksual), necrophilia (hubungan 

badan dengan mayat), dan sexual slavery 

(perbudakan sex yang dapat berupa forced labor/ 

pemaksaan kerja, force marriage/nikah paksa, 

paksaan agar istri tetap bertahan dalam ikatan 

perkawinan meskipun dia tidak mau, sex 

trafficking/perdagangan seksual, dan sexual 

trafficking of children/perdagangan anak kecil 

untuk keperluan seksual). 

Istilah-istilah asing itu membuat masyarakat 

Indonesia merasa minder dan mempertanyakan 

bagaimana hukum Islam mengakomodir berbagai 

istilah kejahatan seksual tersebut? Masalah tak 

berhenti di ranah konsep saja. Di samping itu, 

sudah ada rasa tidak puas atas penerapan hukum 

                                                      
1
 “Kejahatan Seksual,” n.d., 

https://www.bing.com/search?q=kejahatan+seksual&form

=QBLH&sp=-1&pq=kejahatan+seksual&sc=8-

17&qs=n&sk=&cvid=62D462E10BA34EA5B8CBE9EB7

1102966. 

syariat. Ketidakpuasan tersebut bukan memper-

tanyakan “hukum Tuhan” melainkan memper-

tanyakan efektifitas penegakan hukum tersebut. 

Misalnya, qanun jinayat di Aceh,  dianggap tidak 

berpihak pada anak yang mengalami kekerasan 

seksual. Sebuah portal berita online memuat 

tulisan: 

“Salah satu pasal yang dianggap bermasalah 

adalah pasal 52 Qanun Jinayat. Pasal ini 

mewajibkan korban menghadirkan alat bukti 

dan saksi ketika melaporkan tindak perkosa-

an. Qanun mengesampingkan pentingnya 

fungsi pendampingan psikolog atau tenaga 

ahli bagi korban perkosaan yang dapat 

membantu proses hukum. Padahal, psikologis 

korban pasti terdampak dan mengalami 

trauma yang akibatkan mereka kesulitan 

mengungkap apa yang terjadi pada diri 

mereka. Kelemahan lainnya adalah persoalan 

sumpah berbalas sumpah. Jadi pasal 52 

mengatur orang yang menuduh (korban per-

kosaan) dapat mengajukan sumpah sebagai 

alat bukti tambahan. Sebaliknya, pasal 55 

mengatur orang yang dituduh (pelaku per-

kosaan) dapat mengajukan sumpah pembela-

an sebanyak 5 kali, dengan sumpah yang 

terakhir merupakan pernyataan siap dilaknat 

Allah SWT jika berdusta. Menurut pemerhati 

masalah kekerasan seksual di Aceh, pasal ini 

melemahkan proses hukum kasus pemerkosa-

an. Sebab, jika bukti berupa kesaksian atau 

visum dianggap tidak cukup, berarti pelaku 

bisa melenggang bebas dari tuntutan hukum 

hanya dengan mengucap sumpah.
2
”

 
 

Walaupun pernyataan di atas mengandung 

kesalahan sebab ada kewajiban bagi korban untuk 

menghadirkan alat bukti dan saksi ketika mela-

porkan tindak perkosaan
3
, tapi setidaknya terdapat 

tiga kelemahan dalam qanun yang berkaitan 

dengan kejahatan seksual, yakni (1) persoalan 

                                                      
2
 Rizaldy Reza, “Hukum Syariah, Om Dan Ayah Bebas 

Setelah Perkosa Anak Di Aceh?,” Opini Stories, 2021, 

https://today.line.me/id/v2/article/JRMxVM. 
3
 Azmi Arafah et al., “Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan 

Bagi Korban Pemerkosaan),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 5, no. 1 (2020). 

A. Pendahuluan 
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kewajiban korban menghadirkan bukti permulaan 

untuk melapor
4
, (2) persoalan penolakan terhadap 

bukti yang hanya berupa visum atau berupa 

kesaksian yang kurang dari empat orang sebagai 

bukti untuk menghukum terlapor dengan had zina, 

dan (3) persoalan sumpah yang dapat mem-

bebaskan terlapor dari tuntutan, jika kedua pihak 

melakukan sumpah, maka keduanya dibebaskan 

dari uqubat/hukuman. pelapor dibebaskan dari 

hukuman qadzaf/menuduh zina tanpa bukti dan 

terlapor dibebaskan dari uqubat zina yang 

dituduhkan padanya yang tidak memiliki bukti 

yang cukup menurut syariat
5
. Lalu apakah tiga hal 

ini adalah memang kekurangan dan apakah 

kekurangan ini bisa dilengkapi dengan konsep 

dari fikih atau dari syariat sendiri?  

Kejahatan berasal dari kata jahat, yang berarti 

tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang 

ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. 

Kejahatan secara bahasa berarti perbuatan yang 

tidak baik, sangat buruk, dan sangat jelek. Secara 

istilah, kejahatan adalah suatu perbuatan melang-

gar hukum atau sesuatu yang dilarang oleh 

undang-undang.
6
 Definisi ini menitikberatkan 

pada pelanggaran norma sehingga pelanggaran 

apapun merupakan kejahatan walaupun pelang-

garan itu tidak kejam. Terdapat definisi yang 

lebih mengapresiasi moral dan perasaan manusia, 

yakni definisi dari Paul Midgdo Moeliono. 

Menurut Paul Midgdo Moeliono, kejahatan ada-

lah perbuatan manusia, yang merupakan pelang-

garan norma, yang dirasakan merugikan, men-

jengkelkan, seningga tidak boleh dibiarkan.
7
 

Secara tidak langsung, definisi kedua ini mem-

bagai pelanggaran norma menjadi dua: (1) 

                                                      
4
 Meri Andani, “KEWAJIBAN MENYERTAKAN BUKTI 

PEMULA OLEH KORBAN DALAM PROSES 

PEMBUKTIAN KASUS PEMERKOSAAN (STUDI 

PASAL 52 QANUN ACEH NO. 6/2014 TENTANG 

HUKUM JINAYAT),” n.d. 
5
 Arafah et al., “Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Hukum Jinayat (Konsep Keadilan Bagi 

Korban Pemerkosaan).” 
6
 Widiyanti Ninik dan Waskita and Yulius, Kejahatan 

Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya (Jakarta: Bina 

Aksara, 1987). Hal 24 
7
 dan Simanjuntak.B. PasaribuI.L, Kriminologi (Bandung: 

Tarsito, 1984). Hal. 45 

pelanggaran yang tidak dirasa merugikan dan 

tidak menjengkelkan seperti tidak memakai helm 

saat berkendara dan (2) pelanggaran norma yang 

merugikan dan menjengkelkan sehingga tidak 

boleh dibiarkan seperti pengeroyokan. Namun, 

berdasarkan dua definisi ini, perbuatan pedagang 

kaki lima yang menggunakan badan jalan sebagai 

tempat berjualan adalah juga sebuah kejahatan. 

Artikel ini memakai definisi pertama karena 

dirasa lebih tepat dan mengakomodir semua 

pidana. Kemudian kejahatan seksual berarti 

pelanggaran hukum yang berkaitan dengan 

berahi.  

Adapun hukum Islam adalah peraturan yang 

diambil dari wahyu sekiranya ada dalilnya (al-

Qur‟an dan Hadits). Hukum syariat ini dibagi 

menjadi dua, hukum ‘amaliy dan hukum 

I’tiqaadiy. Hukum ‘amaliy adalah peraturan yang 

menjelaskan bagaimana perbuatan orang mukallaf 

(orang yang sudah dewasa dan berakal). Di 

dalamnya terdapat pembahasan fikih dan ushul 

fiqh (juga akhlak).  Hukum I’tiqaadiy adalah per-

aturan yang membahas tentang perihal keper-

cayaan.
8
 Namun aspek yang dibahas dalam artikel 

ini adalah hukum ‘amaliy. 

 

 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan nor-

matif filosofis, metode analisa komparatif, dan 

metode penelitian kualitatif pustaka. Pertama, 

penulis akan membandingkan jenis-jenis kejahat-

an seksual yang telah disebut dalam paragraf 

pertama dengan jenis-jenis kejahatan seksual 

dalam fikih. Kemudian perbandingan tersebut 

dianalisa untuk mengetahui seberapa banyak jenis 

kejahatan seksual yang sudah diatur dan belum 

diatur oleh fikih. Kedua, penulis akan memetakan 

kekurangan hukum kejahatan seksual dalam islam 

dari beberapa artikel web dan jurnal elektronik 

dan mencari solusinya dalam beberapa kitab fikih. 

Bila diperlukan, penulis menggunakan analisa 

ushul fiqh klasik. 

 

                                                      
8
 Mushthafaa al-Zuhayliy Muhammad, Al-Wajiiz Fii Ushuul 

Al-Fiqh Al-Islaamiy Juz 1 (Damaskus: Daar al-Khayr, 

2006). Hal. 286 

B. Metode Penelitian 
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Terdapat 48 artikel jurnal yang berkaitan 

dengan kejahatan seksual pada tahun 2021. 

Mayoritas artikel tersebut membahas tentang 

sanksi kebiri kimia/sanksi kejahatan seksual pada 

anak dan perlindungan hukum korban kejahatan 

seksual khususnya pada anak. Masing-masing 16 

dan 10 artikel. Lalu 8 artikel membahas tentang 

variasi kejahatan seksual pada anak seperti incest, 

pornografi anak, prostitusi anak, pelecehan 

seksual secara verbal, dan pencabulan anak oleh 

pendidik. Sisanya membahas metode preventif 

terhadap kejahatan seksual pada anak dan politik 

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Keke-

rasan Seksual
9
. Adapun penggunaan hukum islam 

dalam kajian ini, belum begitu maksimal, meng-

ingat hanya ada tiga judul yang menggunakan 

pendekatan tersebut, yaitu: Ketentuan Hukum 

Islam Yang Termaktub Dalam Al Qur'an Dan 

Hadis Untuk Melindungi Anak Dari Kekerasan 

Seksual, Persaksian Keluarga Sebagai Saksi 

Pada Kekerasan Inses Menurut Hukum Islam 

(Studi Putusan Nomor 4/pid. sus/2017/pn. bnr), 

dan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman 

Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 

1 Tahun 2016). Beberapa artikel itu pun tidak 

membahas kejahatan seksual versi Islam secara 

umum. Sebelum pembahasan, ada baiknya ter-

dapat sedikit pemaparan istilah. 

 

 
 

Jenis Kejahatan Seksual dan Hukumnya 

dalam Islam 
Mengingat kejahatan seksual adalah pelanggaran 

hukum yang berkaitan dengan birahi, maka kejahatan 

seksual dalam Islam adalah semua perbuatan dosa 

yang berhubungan dengan birahi. Dari pencarian topik 

seksual dalam kitab dosa-dosa besar (al-Zawājir „an 

Iqtirāf al-Kabāir)
10

 dan kitab Muhadzdzab
11

,      

didapatkan 40 macam kejahatan seksual menurut 

hukum Islam beserta dalilnya. Adapun rinciannya, 

                                                      
9
 “Kejahatan Seksual 2021,” 2021, https://scholar. 

google.com/scholar?start=0&q=kejahatan+seksual+202

1&hl=id&as_sdt=0,5. 
10

  Ahmad Ahmad Haytamī, Al-Zawājir An Iqtirāf Al-Kabāir 

Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1987). 
11

  Ibrahim Al-Syirazi, “Al-Muhadzdzab,” Cairo: Al-Babi 

Al-Halabi, 1976. 

sebagai berikut: 

a) Pernikahan 

1. Kawin kontrak (mut‟ah) 

 ُ َٟ اللََّّ ِّٟ سَظِ ٌْجَُِٕٙ ِٓ عَزْشَسَ ح ر١ِغِ رْ أخشؽ ِغٍُ دَذ٠ِغ حٌشَّ

 ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ غَ سَعُٛي اللََّّ َِ  َْ ُ وَخ ػَُٗ أََّٔٗ َّْ أرَخَُٖ دَذَّ خ: أَ َّ ُْٕٙ ػَ

 ُْ ْٔضُ ٌىَُ ْٕضُ أرَِ َخ حٌَّٕخطُ أِِّٟ لذَْ وُ َُ فمَخَي: " ٠َخ أ٠َُّٙ عٍََّ فِٟ  َٚ

 َِ ْٛ ََ رٌَهَِ اٌَِٝ ٠َ َ لذَْ دَشَّ َّْ اللََّّ اِ َٚ َٓ حٌِّٕغَخءِ،  ِِ ظَخعِ  ّْ حلِاعْظِ

لاَ  َٚ ١ٍْخًَُ عَز١ٍَُِٗ،  ءٌ فَ ْٟ َّٓ شَ ُْٕٙ ِِ ْٕذَُٖ  َْ ػِ ْٓ وَخ َّ شِ، فَ َِ ٌْم١ِخَ ح

َّٓ ش١َْجًخ ُ٘ٛ ُّ خ آط١َْظُ َّّ ِِ  طؤَخُْزُٚح 

2. Menikah tanpa wali dan saksi 

 ْٓ ِٗ  أخشؽ حرٓ دزخْ ػَ ُ ػ١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللََّّ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ ػَخثشَِشَ أَ

 ْٓ ِِ  َْ خ وَخ َِ َٚ ْٞ ػَذْيٍ،  ذَ ِ٘ شَخ َٚ  ٍّٟ ٌِ َٛ َُ لخَيَ: "لَا ٔىَِخحَ الِاَّ رِ عٍََّ َٚ
 ُْ ٍْطخَ ْْ طشََخجَشُٚح، فخٌَغُّ ِ ، فبَ ًٌ َٛ رخَغِ ٔىَِخحٍ ػٍََٝ غ١َْشِ رٌَهَِ فَُٙ

 ٌَُٗ َّٟ ٌِ َٚ ْٓ لَا  َِ  ُّٟ ٌِ َٚ" 

3. Menikahi (akad) perempuan yang haram 

dinikah karena senasab, radha‟, atau 

terdapat hubungan mertua-menantu 

خ  َِ َٓ حٌِّٕغَخءِ الِا  ِِ  ُْ خ ٔىََخَ آرخَإُوُ َِ ْٕىِذُٛح  لا طَ َٚ لخَيَ طؼََخٌَٝ: } َٚ
عَخءَ عَز١ِلا{ ]حٌٕغخء:  َٚ مْظخً  َِ َٚ َْ فخَدِشَشً  ُ وَخ  [22لذَْ عٍَفََ أَِّٗ

4. Menjadi Muhallil  

 ِٓ ْٓ حرْ خ رغَِٕذٍَ صَذ١ِخٍ ػَ َّ غ١َْشُُ٘ َٚ  ُّٟ حٌَّٕغَخثِ َٚ ذُ  َّ أخَْشَؽَ أدَْ

غْؼُٛدٍ  َِ-  ُْٕٗ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِ : »-سَظِ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ ُ  -أَ صٍََّٝ اللََّّ

 َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ًَ ٌَُٗ  -ػ١ٍََْ ذٍََّ ُّ ٌْ ح َٚ  ًَ ذٍَِّ ُّ ٌْ َٓ ح  «ٌؼََ

5. Membocorkan rahasia pasangannya atau 

menceritakan jima‟ pada orang lain 

 ِّٞ ٌْخُذْسِ ْٓ أرَِٟ عَؼ١ِذٍ ح خ ػَ َّ غ١َْشُُ٘ َٚ د  ُٚ أرَُٛ دَح َٚ  ٌُ غٍِْ ُِ  -أخَْشَؽَ 

 ُْٕٗ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِ  -سَظِ ِٗ  -لخَيَ: لخَيَ سَعُٛيُ اللََّّ ُ ػ١ٍََْ صٍََّٝ اللََّّ

 َُ عٍََّ ْٓ شَشِّ حٌَّٕخطِ ػِْٕ : »-َٚ ِِ  َّْ شِ ا َِ ٌْم١ِخَ ََ ح ْٛ ْٕضٌِشًَ ٠َ َِ  ِ ذَ اللََّّ

خ  َّ ْٕشُشُ أدََذُُ٘ َ٠ َُّ ِٗ ػُ ْٚ طفُْعِٟ ا١ٌَْ ِٗ أَ شَأطَِ ِْ ًَ ٠فُْعِٟ اٌَٝ ح جُ حٌشَّ

 ِٗ  «عِشَّ صَخدِزِ

 ْٓ ذُ  ػَ َّ أدَْ َٚ« ِ ْٕذَ سَعُٛيِ اللََّّ َخ وَخٔضَْ ػِ ْٕضِ ٠ض٠َِذَ أََّٔٙ خءَ رِ َّ  -أعَْ

عٍََّ  َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ْٕذَُٖ فمَخَيَ:  -َُ صٍََّٝ اللََّّ حٌِّٕغَخءُ لؼُُٛدٌ ػِ َٚ جَخيُ  حٌشِّ َٚ
خ فؼٍََضَْ  َِ شَأسًَ طخُْزشُِ  ِْ ًَّ ح ٌؼََ َٚ  ،ِٗ ٍِْ٘ َ ًَ رؤِ خ فؼََ َِ ًَّ سَجُلًا ٠مَُٛيُ  ٌؼََ

 َُ ْٛ ٌْمَ ََّ ح جِٙخَ فؤَسََ ْٚ غَ صَ َِ-  : ُِ ١ ِّ ٌْ طشَْذ٠ِذِ ح َٚ حءِ  ْٞ رفِظَْخِ حٌشَّ أَ

ًَ عَىَظُٛح ل١ِ َٚ ِٖ  عَىَظُٛح،  ِٛ ٔذَْ َٚ فٍ  ْٛ ْٓ خَ ِ ٠خَ  -ِِ اَللََّّ َٚ ٍْض: اٞ  فمَُ

خ  َّ ، لخَيَ لَا طفَْؼٍَُٛح فبََِّٔ َٓ ٍْ َّٓ ١ٌِفَْؼَ ُ أَِّٙ َٚ  َْ ُْ ١ٌَفَْؼٍَُٛ ُ ِ أَّٙ سَعُٛيَ اللََّّ

C. Hasil dan Pembahasan 
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حٌَّٕخطُ  َٚ َٟ ش١َْطَخٔشََ فغََش١َِٙخَ  ٍْ ٌمَِ ًُ ش١َْطَخ ؼْ ِِ ًُ رٌَهَِ  ؼْ ِِ
 َْ ْٕظشُُٚ َ٠» 

6. Menikahi perempuan sambil berniat tidak 

memberikan mahar meskipun diminta 

 ُ حطُُٗ ػمِخَصٌ أََّٔٗ َٚ ُّٟ رغَِٕذٍَ سُ ِٗ  -أخَْشَؽَ حٌطَّزشََحِٔ ُ ػ١ٍََْ صٍََّٝ اللََّّ

 َُ عٍََّ ْٓ »لخَيَ:  -َٚ ِِ  ًَّ خ لَ َِ شَأسًَ ػٍََٝ  ِْ ؽَ ح َّٚ ًٍ طضََ خ سَجُ َّ أ٠َُّ

١ٌَْظَ فِٟ ٔفَْ  َٚ ْٚ وَؼشَُ  ْٙشِ أَ َّ ٌْ خَ خَذَػَٙخَ ح َٞ ا١ٌَْٙخَ دَمَّٙ ْْ ٠ئَُدِّ ِٗ أَ غِ

 ، ٍْ َٛ صَح ُ٘ َٚ شِ  َِ ٌْم١ِخَ ََ ح ْٛ َ٠ َ َٟ اللََّّ خَ ٌمَِ ُْ ٠ئَُدِّ ا١ٌَْٙخَ دَمَّٙ ٌَ َٚ خصَ  َّ فَ

 ِٗ َٞ اٌَٝ صَخدِزِ ْْ ٠ئَُدِّ َٛ لَا ٠ش٠ُِذُ أَ ُ٘ َٚ َْ د٠َْٕخً  ًٍ حعْظذََح خ سَجُ َّ أ٠َُّ َٚ
ُ خَذَػَُٗ دَظَّٝ أخََزَ  َٛ عَخسِقٌ دَمَّٗ ُ٘ َٚ  َ َٟ اللََّّ خٌَُٗ ٌمَِ َِ» 

7. Pilih kasih terhadap salah satu istri yang 

dipoligami 

ذَُٗ ػٍََٝ  صَذَّ َٚ  ُُ ٌْذَخوِ ح َٚ  ِٗ َُ ف١ِ طىٍَََّ َٚ  ُّٞ زِ ِِ أخَْشَؽَ حٌظِّشْ

ْٓ أرَِٟ ٘ش٠َُْشَسَ  خ ػَ َّ ِٙ ُْٕٗ  -شَشْغِ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِ  -سَظِ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ أَ

َُ  صٍََّٝ - عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ِْ »لخَيَ:  -اللََّّ شَأطَخَ ِْ ْٕذَُٖ ح ْٓ وَخٔضَْ ػِ َِ
شِمُُّٗ عَخلِػٌ  َٚ شِ  َِ ٌْم١َِخ ََ ح ْٛ خ جَخءَ ٠َ َّ ُْ ٠ؼَْذِيْ ر١ََُْٕٙ  «فٍََ

8. Tidak memberikan hak pasangan (mahar, 

nafkah atau kegiatan seksual yang 

diperbolehkan oleh syariat) 

جَخيِ لخَيَ طؼََ  ٌٍِشِّ َٚ ؼْشُٚفِ  َّ ٌْ َّٓ رخِ ِٙ ًُ حٌَّزِٞ ػ١ٍََْ ؼْ ِِ  َّٓ ٌَُٙ َٚ خٌَٝ: }

َّٓ دَسَجَشٌ{ ]حٌزمشس:  ِٙ  [228ػ١ٍََْ

شَ  َِ َُ  -أَ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ َّٓ خ١َْشًح فمَخَيَ:  -صٍََّٝ اللََّّ ِٙ ص١َِّشِ رِ َٛ ٌْ رِخ

ٌْ ػِ » ح َٛ َّٓ ػَ خ ُ٘ َّ صُٛح رخٌِِّٕغَخءِ خ١َْشًح فبََِّٔ ْٛ حعْظَ َٚ ُْ ْٞ « . ْٕذَوُ أَ

لخَيَ:  َٚ ٍُٛنِ »أع١َِشَحصٌ.  ّْ َّ ٌْ ِٓ ح ؼ١ِف١َْ َ فِٟ حٌعَّ حطَّمُٛح اللََّّ

شْأَسِ  َّ ٌْ ح ؼْشُٚفِ{ « . َٚ َّ ٌْ َّٓ رخِ ػَخشِشُُٚ٘ َٚ لخَيَ طؼََخٌَٝ: } َٚ
 [99]حٌٕغخء: 

 : ِْ ١ْخَخ أخشؽ حٌشَّ َٚ« َُ خ َِ ِٗ، حلِْْ ْٓ سَػ١َِّظِ غْجُٛيٌ ػَ َِ َٚ ُْ سَحعٍ  وٍُُّىُ

 َٚ جِٙخَ سَحعٍ  ْٚ شْأسَُ سَحػ١ِشٌَ فِٟ ر١َْضِ صَ َّ ٌْ ح َٚ  ،ِٗ ْٓ سَػ١َِّظِ غْجُٛيٌ ػَ َِ
 ْٓ غْجُٛيٌ ػَ َِ َٚ  ِٗ ٍِْ٘ ًُ سَحعٍ فِٟ أَ جُ حٌشَّ َٚ ْٓ سَػ١َِّظِٙخَ،  غْجٌُٛشٌَ ػَ َِ َٚ
 ِٗ ْٓ سَػ١َِّظِ غْجُٛيٌ ػَ َِ َٚ  ِٖ خيِ ع١َِّذِ َِ َُ سَحعٍ فِٟ  ٌْخَخدِ ح َٚ  ِٗ سَػ١َِّظِ

 َِ َٚ ُْ سَحعٍ  وٍُُّىُ َٚ ِٗ ْٓ سَػ١َِّظِ ذَُٗ. « . غْجُٛيٌ ػَ صَذَّ َٚ  ُّٞ زِ ِِ حٌظِّشْ َٚ
« ُْ ُْ خ١ِخَسُوُ خ١ِخَسُوُ َٚ ُْ خٍُمُخَ  خًٔخ أدَْغَُُٕٙ َّ َٓ ا٠ ١ِٕ ِِ ئْ ُّ ٌْ ًُ ح َّ أَوْ

 ُْ ِٙ صَخَّ أ٠َْعًخ: « ٌِٕغَِخثِ خٔخً »َٚ َّ َٓ ا٠ ١ِٕ ِِ ئْ ُّ ٌْ ًِ ح َّ ْٓ أوَْ ِِ  َّْ ا

ُْ رؤَِ  ٌْطفََُٙ أَ َٚ ُْ خٍُمُخً  ِٗ أدَْغََُٕٙ ٍِْ٘» 

 :ِٗ َْ فِٟ صَذ١ِذِ ُٓ دِزَّخ حرْ َٚ د  ُٚ أرَُٛ دَح خ دَكُّ »َٚ َِ  ِ ٠خَ سَعُٛيَ اللََّّ

َ٘خ  َٛ طىَْغُ َٚ ض،  ّْ ٙخَ ارَح غؼَِ َّ ْْ ططُْؼِ ِٗ؟ لخَيَ: أَ جَشِ أدََذِٔخَ ػ١ٍََْ ْٚ صَ

ؼْٙخَ  ِّ ْٞ لَا طغُْ لَا طمُزَِّخْ أَ َٚ جَْٗ  َٛ ٌْ لَا طعَْشِدْ ح َٚ ارَح حوْظغ١ََْض، 

ىْشُٚ٘خً ٌْز١َْضِ  َِ ْٙجُشْ الاَّ فِٟ ح لَا طَ َٚ  ُ  « .وَمزََّذَهِ اللََّّ

ذَُٗ:  صَذَّ َٚ  ُُ ٌْذَخوِ ح َٚ  َُٕٗ دَغَّ َٚ  ُّٞ زِ ِِ حٌظِّشْ َٚ  ْٗ خجَ َِ  ُٓ حرْ خ »َٚ َّ أ٠َُّ

ٌْجََّٕشَ  ْٕٙخَ سَحضٍ دَخٍَضَْ ح جُٙخَ ػَ ْٚ صَ َٚ خطضَْ  َِ شَأسٍَ  ِْ  « .ح

9. Meminta cerai dari suami tanpa alasan 

yang dimaklumi oleh syariat 

َْ فِٟ  دِزَّخ َٚ شَ  َّ حرَْٕخ خُض٠َْ َٚ  َُٕٗ دَغَّ َٚ  ُّٞ زِ ِِ حٌظِّشْ َٚ د  ُٚ أخَْشَؽَ أرَُٛ دَح

 َْ رخَ ْٛ ْٓ ػَ خ، ػَ َّ ِٙ ُْٕٗ  -صَذ١ِذ١َْ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِّٟ  -سَظِ ْٓ حٌَّٕزِ  -ػَ

 َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ُ لخَيَ:  -صٍََّٝ اللََّّ شَأسٍَ عَؤٌَضَْ »أََّٔٗ ِْ خ ح َّ جَٙخَ  أ٠َُّ ْٚ صَ

ٌْجََّٕشِ  ٌَ ػ١ٍََْٙخَ سَحثذَِشُ ح خ رؤَطٍْ فذََشَح َِ ْٓ غ١َْشِ  ِِ  «حٌطَّلَاقَ 

10. Diyatsah (tidak punya rasa cemburu) 

شَ  َّ ْٓ ػُ ُْٕٗ  -ػَ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِّٟ  -سَظِ ْٓ حٌَّٕزِ ِٗ  -ػَ ُ ػ١ٍََْ صٍََّٝ اللََّّ

 َُ عٍََّ ُ لخَيَ:  -َٚ َْ »أََّٔٗ ِٗ  ػلََاػشٌَ لَا ٠ذَْخٍُُٛ حٌذ٠َِْ َٛ ٌْؼَخقُّ ٌِ ٌْجََّٕشَ: ح ح

ْٓ حٌِّٕغَخءِ  ِِ جٍُشَُ  حٌشَّ َٚ عُ،  ُّٛ٠ حٌذَّ َٚ » ِٗ غْظذَْسَوِ ُِ ُُ فِٟ  ٌْذَخوِ حُٖ ح َٚ سَ

شَ،  َّ ِٓ ػُ ْٓ حرْ حٌؼَّخ١ِٔشَُ ػَ َٚ  ،ِٖ خ ٘زَِ َّ : ادْذَحُ٘ ِٓ ْٓ غَش٠ِم١َْ ِِ
خَ حٌؼَّخ١ِٔشََ  صَذَّ َٚ 

11. Ila’ (sumpah tidak menyetubuhi istri lebih 

dari empat bulan) 

ْْ فخَءُٚح  ِ ُْ طشََرُّصُ أسَْرؼََشِ أشَْٙشٍُ فبَ ِٙ ْٓ ٔغَِخثِ ِِ  َْ َٓ ٠ئٌُُْٛ ٌٍَِّز٠ِ

َ غَفُٛسٌ سَد١ُِ َّْ اللََّّ  [2]حٌزمشس :  فبَِ

12. Sumpah zhihar 

َّٓ -طؼََخٌَٝ  -لخَيَ  خ ُ٘ َِ  ُْ ِٙ ْٓ ٔغَِخثِ ِِ  ُْ ْٕىُ ِِ  َْ ِ٘شُٚ َٓ ٠ظَُخ : }حٌَّز٠ِ

 ُْ ِٙ ٙخَطِ َِّ ْٕىَشًح  أُ ُِ  َْ ُْ ١ٌَمٌَُُٛٛ ُ أَِّٙ َٚ  ُْ ٌَذَُْٔٙ َٚ ُْ الِا حٌلاثِٟ  ٙخَطُُٙ َِّ ْْ أُ اِ

ٌّٛ غَفُٛسٌ{ ]حٌّجخدٌش:  َ ٌؼََفُ َّْ اللََّّ اِ َٚ صُٚسًح  َٚ يِ  ْٛ ٌْمَ َٓ ح ِِ2] 

13. Qadzaf (menuduh zina tanpa bukti/empat 

orang saksi) 

َْ -طؼََخٌَٝ  -لخَيَ  ٛ ُِ َٓ ٠شَْ حٌَّز٠ِ َٚ ُْ ٠ؤَطُْٛح : } ٌَ َُّ ذْصَٕخَصِ ػُ ُّ ٌْ ح

ُْ شَٙخَدَسً  لا طمَْزٍَُٛح ٌَُٙ َٚ ٍْذَسً  َٓ جَ خ١ِٔ َّ ُْ ػَ رؤِسَْرؼََشِ شُٙذََحءَ فخَجٍْذُُِٚ٘

{ ]حٌٕٛس:  َْ ٌْفخَعِمُٛ ُُ ح أٌُٚجَهَِ ُ٘ َٚ ْٓ 4أرَذًَح  ِِ َٓ طخَرُٛح  [ }الِا حٌَّز٠ِ

َ غَفُٛسٌ  َّْ اللََّّ ِ أصٍَْذَُٛح فبَ َٚ { ]حٌٕٛس:  رؼَْذِ رٌَهَِ  ٌُ [ . 5سَد١ِ

لخَيَ  ٌْغَخفلِاصِ -طؼََخٌَٝ  -َٚ ذْصَٕخَصِ ح ُّ ٌْ َْ ح ٛ ُِ َٓ ٠شَْ َّْ حٌَّز٠ِ : }اِ

 }ٌُ ُْ ػَزَحدٌ ػَظ١ِ ٌَُٙ َٚ ح٢خِشَسِ  َٚ ١ْٔخَ  ٕخَصِ ٌؼُُِٕٛح فِٟ حٌذُّ ِِ ئْ ُّ ٌْ ح

 [22]حٌٕٛس: 

14. Berbohong mengenai masa iddah 

15. Berwali pada orang yang bukan walinya 

ٍشَِ دَذ٠ِغٍ:  ّْ ْٓ جُ ِِ  ِْ ١ْخَخ َٟ اٌَٝ غ١َْشِ »أخَْشَؽَ حٌشَّ ػِ ْٓ حدُُّ َِ َٚ
لَاثىَِشِ  َّ ٌْ ح َٚ  ِ ِٗ ٌؼَْٕشَُ اللََّّ ِٗ فؼ١ٍَََْ ح١ٌِ َٛ َِ ٝ اٌَٝ غ١َْشِ  َّ ْٔظَ ْٚ ح ِٗ أَ أر١َِ
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لَا  َٚ شِ صَشْفخً  َِ ٌْم١ِخَ ََ ح ْٛ َ٠ ُْٕٗ ِِ  ُ ًُ اللََّّ َٓ لَا ٠مَْزَ ؼ١ِ َّ حٌَّٕخطِ أجَْ َٚ
ِٗ: « . ػَذْلًا  َْ فِٟ صَذ١ِذِ ُٓ دِزَّخ حرْ ٌَّٝ اٌَٝ غ١َْشِ »َٚ َٛ ْٓ طَ َِ

ْٓ حٌَّٕخسِ  ِِ مْؼَذَُٖ  َِ أْ  َّٛ ١ٍْظَزََ ِٗ فَ ح١ٌِ َٛ َِ» 

16. Menikahi perempuan yang masih iddah 

 ْٚ ْٓ خِطْزشَِ حٌِّٕغَخءِ أَ ِِ  ِٗ ُْ رِ ظْظُ خ ػَشَّ َّ ُْ ف١ِ لَا جُٕخَحَ ػ١ٍََْىُ َٚ
ْٔفُ  ُْ فِٟ أَ ْٕظُ ْٓ لَا أوََْٕ ٌىَِ َٚ  َّٓ ُْ عَظزَْوُشَُُٚٔٙ ُ أََّٔىُ َُ اللََّّ ُْ ػٍَِ غِىُ

ٛح  ُِ لَا طؼَْضِ َٚ ؼْشُٚفخً  َِ لًا  ْٛ ْْ طمٌَُُٛٛح لَ ح الِاَّ أَ َّٓ عِشًّ حػِذُُٚ٘ َٛ طُ

خ  َِ  ُُ َ ٠ؼٍََْ َّْ اللََّّ ٛح أَ ُّ حػٍَْ َٚ ٌْىِظخَدُ أجٍَََُٗ  ػُمْذَسَ حٌِّٕىَخحِ دَظَّٝ ٠زٍَْغَُ ح

 ُْ ْٔفغُِىُ ٌُ  فِٟ أَ َ غَفُٛسٌ د١ٍَِ َّْ اللََّّ ٛح أَ ُّ حػٍَْ َٚ  فخَدْزَسُُٖٚ 

17. Menikahi perempuan yang masih 

bersuami 

 ِ ُْ وِظخدَ اللََّّ ٍىََضْ أ٠َّْخٔىُُ َِ خ  َِ َٓ حٌِّٕغخءِ الِاَّ  ِِ ذْصَٕخصُ  ُّ ٌْ ح َٚ
 ُْ ٛحٌىُِ ِْ ْْ طزَْظغَُٛح رِؤَ ُْ أَ سحءَ رٌىُِ َٚ خ  َِ  ُْ ًَّ ٌىَُ أدُِ َٚ  ُْ ػ١ٍََْىُ

ذْ  ُِ َّٓ َّٓ فآَطُُٛ٘ ُْٕٙ ِِ  ِٗ ُْ رِ ظؼَْظُ ّْ خ حعْظَ َّ َٓ فَ غخفذ١ِِ ُِ َٓ غ١َْشَ  ص١ِِٕ

 ْٓ ِِ  ِٗ ُْ رِ ُْ ف١ِّخ طشَحظ١َْظُ لا جُٕخحَ ػ١ٍََْىُ َٚ َّٓ فش٠َِعَشً  أجُُٛسَُ٘

َْ ػ١ٍَِّخً دَى١ِّخً ]عٛسس حٌٕغخء ) َ وخ َّْ اللََّّ ٌْفش٠َِعَشِ اِ (: 4رؼَْذِ ح

ِٗ أسَْرغََ ػَشْشَسَ 24آ٠ش  غْؤٌََشً: حلٌَُْْٚٝ [ ف١ِ ٌُُٗ طؼََخٌَٝ:  -َِ ْٛ لَ

زْوُٛسَحصِ  َّ ٌْ ح َٚ خصِ  َِ ذَشَّ ُّ ذْصَٕخصُ( ػَطْفٌ ػٍََٝ حٌْ ُّ ٌْ ح َٚ (

. ًُ لزَْ
12

 

18. Menceraikan istri dalam keadaan haid atau 

menceraikan istri pada masa suci dalam 

keadan telah dijima‟ pada masa suci 

tersebut 

( ػٓ ػزذ اللَّ 9479( ِٚغٍُ )4952خسٜ )ِخ سٚحٖ حٌزخ

شَأطَٗ ٟٚ٘ دَخثطٌِ،  ِْ َٓ ػّش سظٟ اللَّ ػّٕٙخ: أّٔٗ غٍَكََ ح ر

 ُٓ ػٍٝ ػٙذِ سعٛي اللَّ صٍٝ اللَّ ػ١ٍٗ ٚعٍُ، فغؤي ػّش ر

حٌخطَخد سعٛيَ اللَِّ صٍٟ اللَّ ػ١ٍَٗ ٚعٍُ ػٓ رٌه، فمخي 

ػُ سعٛيُ اللَّ صٍٟ اللَّ ػ١ٍٗ ٚعٍَُ: )ِشُْٖ ف١ٍَشَُحجِؼْٙخَ، 

ْْ شخءَ  غِىَٙخ دظّٝ ططْٙشَُ، ػُ طذ١َِطَ ػُ ططَْٙشَ، ػُ َا ّْ ُ١ٌِ

ٍْهَ حٌؼذسُ حٌَّظٟ  َّغٝ. فظَِ َ٠ ْْ ْْ شَخءَ غٍَّكَ لزًَْ أ ا َٚ غَهَ رؼَْذُ،  ِْ أ

شَ اللَُّ أْ ططٍَُكَ ٌَٙخَ حٌِّٕغَخء( َِ  أ

19. Menolak menjadi wali untuk perempuan 

yang berhak diwalikan dan akan menikah 

dengan pria yang se-kufu‟ dengannya 

                                                      
12

  Muhammad bin Qurtubi Ahmad, Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-

Qur’an Juz 5 (Bairut Libanon: Muassasah al-Risālah, 

2006). Hal 120 

ِٗ فمَخَيَ:  ٠ِٚ ُّٞ فِٟ فظَخَ ِٚ َٛ ِٗ حٌَّٕ حَ رِ خ صَشَّ َِ  َٛ ُْ ٘زََح وَز١ِشَسً ُ٘ ْٛ وَ

سَُٖ  َّٓ حٌَّزِٞ لشََّ ًَ وَز١ِشَسٌ، ٌىَِ ٌْؼَعْ َّْ ح َْ ػٍََٝ أَ ٛ ُّ غٍِْ ُّ ٌْ غَ ح َّ أجَْ

ُ صَغ١ِشَ  ُْ أََّٔٗ ِٙ شُ فِٟ طصََخ١ِٔفِ َّّ حلْْثَِ َٚ  َٛ َُٔٗ وَز١ِشَسً ُ٘ ْٛ َّْ وَ أَ َٚ سٌ، 

 َُ خ٠َشَِ: لَا ٠ذَْشُ ِٓ فِٟ حٌِّٕٙ ١ْ َِ ٌْذَشَ َُ ح خ َِ ًْ لخَيَ ا جٌْٗ ظَؼ١ِفٌ، رَ َٚ
 ٌُ َُّ دَخوِ َْ ػَ ًُ ارَح وَخ ٌْؼَعْ ح

13
 

20. Melamar perempuan yang masih dilamar 

orang lain 

ِّٟ صٍََّٝ اللَُّ  ِٓ حٌَّٕزِ ْٓ أرَِٟ ٘ش٠َُْشَسَ، ػَ ِٗ ٚ أخشؽ ِغٍُ ػَ  ػ١ٍََْ

َُ لخَيَ:  عٍََّ َٚ« َُ لَا ٠غَُٛ َٚ  ،ِٗ ًُ ػٍََٝ خِطْزشَِ أخ١َِ جُ لَا ٠خَْطذُُ حٌشَّ

لَا ػٍََٝ  َٚ ظِٙخَ  َّّ شْأسَُ ػٍََٝ ػَ َّ ٌْ ْٕىَخُ ح لَا طُ َٚ  ،ِٗ َِ أخ١َِ ْٛ ػٍََٝ عَ

شْأسَُ غلََاقَ أخُْظِٙخَ ٌظِىَْظفَتَِ صَذْفظََٙخَ  َّ ٌْ لَا طغَْؤيَُ ح َٚ خَخٌظَِٙخَ، 

ٌْظَ  خ وَظذََ اللَُّ ٌََٙخَٚ َِ خ ٌَٙخَ  َّ  «ْٕىِخْ، فبََِّٔ

21. Merusak hubungan suami-istri 

 َْ ُٓ دِزَّخ حرْ َٚ حسُ  ٌْزضََّ ح َٚ حٌٍَّفْعُ ٌَُٗ  َٚ ذُ رغَِٕذٍَ صَذ١ِخٍ،  َّ أخَْشَؽَ أدَْ

ْٓ رش٠َُْذَسَ  ِٗ ػَ ُْٕٗ  -فِٟ صَذ١ِذِ ُ ػَ َٟ اللََّّ لخَيَ: لخَيَ  -سَظِ

 ِ َُ  صٍََّٝ -سَعُٛيُ اللََّّ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ْٓ دٍَفََ : »-اللََّّ َِ َّٕخ  ِِ ١ٌَْظَ 

ٍُٛوَُٗ ف١ٍََظَْ  ّْ َِ  ْٚ جَظَُٗ أَ ْٚ شِةٍ صَ ِْ ْٓ خَزَّذَ ػٍََٝ ح َِ َٚ خٔشَِ،  َِ رخِلَْْ

َّٕخ ِِ» 

22. Berhubungan badan di masjid 

غَخجِذِ  َّ ٌْ َْ فِٟ ح ُْ ػَخوِفُٛ ْٔظُ أَ َٚ  َّٓ لَا طزَُخشِشُُٚ٘ َٚ لٌٛٗ طؼخٌٝ : }

 ُْ ُ ِٗ ٌٍَِّٕخطِ ٌؼٍَََّٙ ُ آ٠خَطِ ُٓ اللََّّ ِ فلََا طمَْشَرُٛ٘خَ وَزٌَهَِ ٠ز١َُِّ ٍْهَ دُذُٚدُ اللََّّ طِ

{ ]حٌزمشس:  َْ  [٠987ظََّمُٛ

 

b) Al-Wath’u atau bersetubuh 

23. Zina muḥṣan dan ghayr Muḥṣan 

عَخءَ  َٚ َْ فخَدِشَشً  ُ وَخ ٔخَ أَِّٗ لا طمَْشَرُٛح حٌضِّ َٚ لخَيَ طؼََخٌَٝ: }

َٓ 22عَز١ِلا{ ]حلْعشحء:  حٌلاطِٟ ٠ؤَط١ِْ َٚ لخَيَ طؼََخٌَٝ: } َٚ  . ]

 ْْ ِ ُْ فبَ ْٕىُ ِِ َّٓ أسَْرؼََشً  ِٙ ِٙذُٚح ػ١ٍََْ ُْ فخَعْظشَْ ْٓ ٔغَِخثىُِ ِِ ٌْفخَدِشَشَ  ح

 ْٚ صُ أَ ْٛ َّ ٌْ َّٓ ح فَّخُ٘ َٛ ٌْز١ُُٛصِ دَظَّٝ ٠ظََ َّٓ فِٟ ح غِىُُٛ٘ ِْ َ ِٙذُٚح فؤَ شَ

َّٓ عَزِ  ٌَُٙ ُ ًَ اللََّّ ِْ ٠ؤَط١ِْخَِٔٙخَ ١95لا{ ]حٌٕغخء: ٠جَْؼَ حٌٍَّزَح َٚ { ]

 َ َّْ اللََّّ خ اِ َّ ُْٕٙ أصٍَْذََخ فؤَػَْشِظُٛح ػَ َٚ ْْ طخَرخَ  ِ خ فبَ َّ ُْ فآَرُُٚ٘ ْٕىُ ِِ
خ{ ]حٌٕغخء:  ًّ حرخً سَد١ِ َّٛ َْ طَ  [96وَخ

لا  َٚ ِ اٌَِٙخً آخَشَ  غَ اللََّّ َِ  َْ َٓ لا ٠ذَْػُٛ حٌَّز٠ِ َٚ لخَيَ طؼََخٌَٝ: } َٚ
ْٓ ٠مَْظٍُُٛ َِ َٚ  َْ لا ٠ضَُْٔٛ َٚ ٌْذَكِّ  ُ الِا رخِ ََ اللََّّ َْ حٌَّٕفْظَ حٌَّظِٟ دَشَّ

خ{ ]حٌفشلخْ:  ًِ ٍْكَ أػَخَ ًْ رٌَهَِ ٠َ ٌْؼَزَحدُ ٠68فَْؼَ [ }٠عَُخػَفْ ٌَُٗ ح
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ٙخَٔخً{ ]حٌفشلخْ:  ُِ  ِٗ ٠خٍَْذُْ ف١ِ َٚ شِ  َِ ٌْم١ِخَ ََ ح ْٛ َ٠69 ْٓ َِ [ }الِا 

َٓ [ عَزذَُ ٔضٌُُِٚ 77طخَدَ{ ]حٌفشلخْ:  شْشِو١ِ ُّ ٌْ ْٓ ح ِِ َّْ ٔخَعًخ  ٙخَ أَ

 ِٗ خ طذَْػُٛ ا١ٌَْ َِ ذُ  َّّ ذَ ُِ ٔخَ، فمَخٌَُٛح ٠خَ  حٌضِّ َٚ  ًِ ٌْمظَْ ْٓ ح ِِ أوَْؼشَُٚح 

 ًْ ٔضََيَ: }لُ َٚ ٍَْٕخُٖ وَفَّخسَسً فَٕضٌََضَْ  ِّ خ ػَ َّ ٌِ َّْ ْٛ طخُْزِشُٔخَ أَ ٌَ ٌٓ دَغَ

 ِٙ ْٔفغُِ َٓ أعَْشَفُٛح ػٍََٝ أَ َٞ حٌَّز٠ِ شِ ٠خَ ػِزخَدِ َّ ْٓ سَدْ ِِ ُْ لا طمَْٕطَُٛح 
١ؼًخ{ ]حٌضِش:  ِّ ُٔٛدَ جَ َ ٠غَْفشُِ حٌزُّ َّْ اللََّّ ِ اِ  . [52اللََّّ

ْٕذَ » ُُ ػِ ْٔذِ أػَْظَ ُّٞ حٌزَّ ِ أَ َّْ سَجُلًا لخَيَ: ٠خَ سَعُٛيَ اللََّّ جَخءَ أَ َٚ
َّْ رٌَهَِ  َٛ خٍَمَهَ، لخَيَ ا ُ٘ َٚ ح  ِ ٔذًِّ ًَ لِِلَّّ ْْ طجَْؼَ ِ، لخَيَ أَ ،  اللََّّ ٌُ ٌؼََظ١ِ

ؼَه، لخَيَ  َِ  َُ ْْ ٠طَْؼَ خَخفشََ أَ َِ ٌذََن  َٚ  ًَ ْْ طمَْظُ ؟ لخَيَ أَ ٌّٞ َُّ أَ لخَيَ ػُ

َٟ د١ٍٍَِشََ جَخسِن ْْ طضَُحِٔ ؟ لخَيَ أَ ٌّٞ َُّ أَ  «ػُ

خ  َّ ُْٕٙ ِِ حدِذٍ  َٚ  ًَّ حِٟٔ فخَجٍْذُِٚح وُ حٌضَّ َٚ ح١ِٔشَُ  لخَيَ طؼََخٌَٝ: }حٌضَّ َٚ
لا طؤَخُْ  َٚ ٍْذَسٍ  خثشََ جَ ِِ ُْ ْٕظُ ْْ وُ ِ اِ ِٓ اللََّّ خ سَأْفشٌَ فِٟ د٠ِ َّ ِٙ ُْ رِ زْوُ

 َٓ ِِ خ غَخثفِشٌَ  َّ ١ٌْشَْٙذَْ ػَزَحرَُٙ َٚ َِ ح٢خِشِ  ْٛ َ١ٌْ ح َٚ  ِ َْ رخِلِلَّّ ُٕٛ ِِ طئُْ

{ ]حٌٕٛس:  َٓ ١ِٕ ِِ ئْ ُّ ٌْ  [2ح

 َّٟ َّْ حٌَّٕزِ َُ  -أَ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ خػِضٍ » -صٍََّٝ اللََّّ َِ  ُِ شَ رشَِجْ َِ أَ

 ِِ ٌْغَخ ح ُْ ٠ذَْعُشْ َٚ ٌَ َٚ «ذ٠َِّشِ 
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24. Jima‟ (hubungan badan) pada waktu haid 

atau nifas 

َٛ أرًَٜ فخَػْظضٌَُِٛح حٌِّٕغَخءَ فِٟ  ُ٘ ًْ ذ١ِطِ لُ َّ ٌْ ِٓ ح ٠غَْؤٌَُٛٔهََ ػَ َٚ
 َّٓ َْ فؤَطُُْٛ٘ َْ فبَرَِح ططَََّٙشْ َّٓ دَظَّٝ ٠طَْٙشُْ لَا طمَْشَرُُٛ٘ َٚ ذ١ِطِ  َّ ٌْ ح

شَوُ  َِ ْٓ د١َْغُ أَ ٠ذُِذُّ ِِ َٚ  َٓ حر١ِ َّٛ َ ٠ذُِذُّ حٌظَّ َّْ اللََّّ ُ اِ ُُ اللََّّ
 َٓ ظطََِّٙش٠ِ ُّ ٌْ  [222( : آ٠ش 2]عٛسس حٌزمشس ) ح

25. Jima‟ (hubungan badan) pada dubur 

istri/budak perempuannya 

 ِٓ ْٓ حرْ ِٗ ػَ َْ فِٟ صَذ١ِذِ ُٓ دِزَّخ حرْ َٚ  ُّٟ حٌَّٕغَخثِ َٚ  ُّٞ زِ ِِ أخَْشَؽَ حٌظِّشْ

خ  -ػَزَّخطٍ  َّ ُْٕٙ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِ  -سَظِ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ ُ  -أَ صٍََّٝ اللََّّ

 َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ًٍ أطََٝ »لخَيَ:  -ػ١ٍََْ ًَّ اٌَٝ سَجُ جَ َٚ ُ ػَضَّ  ْٕظشُُ اللََّّ لَا ٠َ

شَأسًَ فِٟ دُرشَُِ٘خ ِْ ْٚ ح  «سَجُلًا أَ

26. Menyetubuhi istri di depan laki-

laki/perempuan ajnabiy lain 

27. Liwath (hubungan badan sesama pria) 

 : ٍُ غٍِْ ُِ لخَيَ صَذ١ِخٌ ػٍََٝ شَشْغِ  َٚ  ُُ ٌْذَخوِ ح َٚ« ٌَ ْٛ خ ٔمَطََ لَ َِ
ٍَ الاَّ  ْٛ ٌْفخَدِشَشُ فِٟ لَ لَا ظََٙشَصْ ح َٚ  ، ُْ ًُ ر١ََُْٕٙ ٌْمظَْ َْ ح ْٙذَ الاَّ وَخ ٌْؼَ ح

وَخسَ  ٌَ حٌضَّ ْٛ ٕغََ لَ َِ لَا  َٚ صَ،  ْٛ َّ ٌْ ُْ ح ِٙ ُ ػ١ٍََْ ُ عٍََّػَ اللََّّ الاَّ دَزظََ اللََّّ

ٌْمطَْشَ  ُْ ح ُْٕٙ  «ػَ
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 Haytamī. Hal 218 

28. Menyetubuhi hewan 

29. Musaahaqah (hubungan badan sesama 

wanita) 

 ِٗ ٌِ ْٛ حعْظذََيَّ ٌَُٗ رمَِ َٚ-  َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ذَخقُ صِٔخَ : »-صٍََّٝ اللََّّ حٌغِّ

 َّٓ ٌُُٗ: « حٌِّٕغَخءِ ر١ََُْٕٙ ْٛ لَ َٚ« ِِ  ُ ًُ اللََّّ ْْ ػلََاػشٌَ لَا ٠مَْزَ ُْ شَٙخَدَسَ أَ ُْٕٙ

شْوُٛرشَُ،  َّ ٌْ ح َٚ حوِزشَُ  حٌشَّ َٚ شْوُٛدُ،  َّ ٌْ ح َٚ حوِذُ  ُ: حٌشَّ لَا اٌََٗ الاَّ اللََّّ

ٌْجَخثِشُ  َُ ح خ َِ حلِْْ َٚ. »
15

 

30. Menyetubuhi mayat pasangannya
16

 

31. Menyetubuhi istri yang masih dalam iddah 

raj‟i tapi belum diruju‟ (bagi orang yang 

mengikuti pendapat keharaman hal 

tersebut) 

32. Menyetubuhi budak perempuan yang 

masih hamil atau telah disetubuhi oleh 

tuan sebelumnya di masa suci yang sama 

عَززَُُٗ:  َٚ« ُ َُ  -أََّٔٗ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ ًٍ  -صٍََّٝ اللََّّ ِِ شَأسٍَ دَخ ِْ شَّ رخِ َِ
، فمَخَيَ ػٍََٝ رخَدِ فغُْطَخغٍ  ٍْ شٌ ٌفِلَُا َِ ِٖ أَ ْٕٙخَ، فمَخٌَُٛح ٘زَِ فغََؤيََ ػَ

. فمَخَيَ  ُْ َُّ رِٙخَ؟ لخٌَُٛح: ٔؼََ َُ  -أٌََ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ : ٌمَذَْ -صٍََّٝ اللََّّ

َٛ لَا  ُ٘ َٚ ؼَُٗ لزَْشَُٖ، و١َْفَ ٠ُٛسِػُُٗ  َِ  ًُ ٌْؼََُٕٗ ٌؼَْٕخً ٠ذَْخُ ْْ أَ ض أَ ّْ َّ َ٘

ًُّ ٌَٗ؟ُ و١َْفَ ٠َ  ًُّ ٌَُٗ ٠ذَِ َٛ لَا ٠َذِ ُ٘ َٚ  ُٗ ُِ شَ « : غْظخَْذِ ِْ َّْ أَ ؛ لَِْ ْٞ أَ

ٌذََُٖ  َٚ  َْ ْْ وَخ ِ ِٖ، فبَ ْٓ غ١َْشِ ِِ  ْٚ ُْٕٗ أَ ِِ  ُ ًُ أََّٔٗ َّ ًٌ ارْ ٠ذُْظَ شْىِ ُِ ٌذَِ  َٛ ٌْ ح

 ِٖ ٌذَُ غ١َْشِ َٚ  َْ ْْ وَخ اِ َٚ  ،ُٗ ُِ حعْظخِْذَح َٚ حعْظشِْلخَلُُٗ  َٚ ًَّ ٌَُٗ ٔف١َُُْٗ  ُْ ٠ذَِ ٌَ

 ًَّ ُْ ٠ذَِ س٠ِؼُُٗ.ٌَ ْٛ طَ َٚ ٍْذَخلُُٗ   ٌَُٗ حعْظِ

33. Menyetubuhi budak perempuan yang 

dimiliki oleh beberapa orang 

34. Menyetubuhi budak perempuan yang 

disewa jasanya 

35. Onani/masturbasi 

َْ الاَّ ػٍََٝ  ُْ دَخفظُِٛ ِٙ ُْ ٌفِشُُٚجِ ُ٘ َٓ حٌََّز٠ِ َٚ ِٗ طؼََخٌَٝ: } ٌِ ْٛ ٌمَِ

 ُْ ِٙ حجِ َٚ ْٓ أصَْ َّ َٓ فَ ١ ِِ ٍُٛ َِ ُْ غ١َْشُ  ُ ُْ فَبَِّٔٙ خُُٔٙ َّ ٍىََضْ أ٠َْ َِ خ  َِ  ْٚ أَ

{ ]عٛسس حٌّئِْٕٛ :  َْ ٌْؼَخدُٚ ُُ ح سَحءَ رٌَهَِ فؤٌَُٚجَهَِ ُ٘ َٚ حرْظغََٝ 

5 – 7] 

c) Etika 

36. Membantu pemerkosaan 

37. Memperbudak manusia merdeka 

 ِ ْٓ ػَزْذِ اللََّّ ْٗ ػَ خجَ َِ  ُٓ حرْ َٚ د  ُٚ شَ أخَْشَؽَ أرَُٛ دَح َّ ِٓ ػُ َٟ  - رْ سَظِ

خ  َّ ُْٕٙ ُ ػَ ِ  -اللََّّ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ َُ  -أَ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ لخَيَ:  -صٍََّٝ اللََّّ

« ٌَُٗ ُْ ُ٘ َٚ خ  ًِ ْٛ ََ لَ ْٓ طمَذََّ َِ ُْ صَلَاسً:  ُْٕٙ ِِ  ُ ًُ اللََّّ ػَلَاػشٌَ لَا ٠مَْزَ

لَاسَ دِرخَسًح  ًٌ أطََٝ حٌصَّ سَجُ َٚ  ، َْ رَ  -وَخسُِ٘ٛ حٌذِّ ْْ ٠ؤَط١َِْٙخَ َٚ خسُ أَ

ْْ طفَُٛطَُٗ  سًح -رؼَْذَ أَ ذَشَّ ُِ ًٌ حػْظزَذََ  سَجُ َٚ» 

                                                      
15

 Haytamī. Hal 235 
16

 Haytamī. Hal 236 
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38. Pelacuran 

 َْ ْْ أسََدْ ٌْزغِخءِ اِ ُْ ػٍََٝ ح لا طىُْشُِ٘ٛح فظ١ََخطِىُ َٚ ٌُُٗ طؼََخٌَٝ: ) ْٛ لَ

ٕخً( ]حٌٕٛس :  ِٓ 22طذََصُّ حرْ َٚ  ِ ِٓ ػَزْذِ اللََّّ ْٓ جَخرشِِ رْ َٞ ػَ ِٚ [ سُ

 ُ َٟ اللََّّ ِٓ ػَزَّخطٍ سَظِ ِ رْ ِٖ ح٠٢ْشََ ٔضٌََضَْ فِٟ ػَزْذِ اللََّّ َّْ ٘زَِ ُْ أَ ُْٕٙ  ػَ

حلْْخُْشَٜ  َٚ ؼَخرَسَ  ُِ  ٝ َّّ خ طغَُ َّ ِْ ادِْذَحُ٘ وَخٔضَْ ٌَُٗ جَخس٠ِظَخَ َٚ  ، ٍّٟ أرَُ

 ِٗ خ ػ١ٍََْ َّ ٠عَْشِرُُٙ َٚ خ ػٍََٝ حٌضٔٝ  َّ َْ ٠ىُْشُُِ٘ٙ وَخ َٚ غ١َْىَشَ،  ُِ
وَغْذِ حٌْ  َٚ ُ حرْظغَِخءَ حلْْجَْشِ  ِّٟ صٍََّٝ اللََّّ ٌذَِ، فشََىَظَخ رٌَهَِ اٌَِٝ حٌَّٕزِ َٛ

 َٓ ِِ ًَ فؼٍَُِْٗ  ْٓ فؼََ َّ ف١ِ َٚ  ِٗ َُ فَٕضٌََضَِ ح٠٢ْشَُ ف١ِ عٍََّ َٚ  ِٗ ػ١ٍََْ

 َٓ ٕخَفم١ِِ ُّ ٌْ .ح
17

 

39. Memata-matai orang lain dan 

menyebarkan aibnya 

 ِ ْٓ ػَزْذِ اللََّّ ْٗ ػَ خجَ َِ  ُٓ حرْ َٚ د  ُٚ شَ أخَْشَؽَ أرَُٛ دَح َّ ِٓ ػُ َٟ  -رْ سَظِ

خ  َّ ُْٕٙ ُ ػَ ِ  -اللََّّ َّْ سَعُٛيَ اللََّّ َُ  -أَ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ لخَيَ:  -صٍََّٝ اللََّّ

« ٌَُٗ ُْ ُ٘ َٚ خ  ًِ ْٛ ََ لَ ْٓ طمَذََّ َِ ُْ صَلَاسً:  ُْٕٙ ِِ  ُ ًُ اللََّّ ػَلَاػشٌَ لَا ٠مَْزَ

لَاسَ دِرخَسًح  ًٌ أطََٝ حٌصَّ سَجُ َٚ  ، َْ رخَسُ أَ  -وَخسُِ٘ٛ حٌذِّ ْْ ٠ؤَط١َِْٙخَ َٚ

ْْ طفَُٛطَُٗ  سًح -رؼَْذَ أَ ذَشَّ ُِ ًٌ حػْظزَذََ  سَجُ َٚ» 

40. Melihat lawan jenis atau amrad (laki-laki 

yang cantik) dengan syahwat 

ْٓ أرَِٟ ٘ش٠َُْشَسَ  ُْٕٗ  -ػَ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِّٟ  -سَظِ ْٓ حٌَّٕزِ ُ  -ػَ صٍََّٝ اللََّّ

 َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ٔخَ  وُظذَِ »لخَيَ:  -ػ١ٍََْ ْٓ حٌضِّ ِِ ََ ٔص١َِزُُٗ  ِٓ آدَ ػٍََٝ حرْ

 ِْ حلْْرُُٔخَ َٚ خ حٌَّٕظَشُ،  َّ ِْ صِٔخَُ٘ ٌْؼ١َْٕخَ ذَخٌشَ؛َ ح َِ ذْسِنُ رٌَهَِ لَا  ُِ
١ٌْذَُ صِٔخَ٘خَ  ح َٚ  ، َُ ٌْىَلَا ُْ صِٔخَُٖ ح حٌٍِّغَخ َٚ خعُ،  َّ خ حلِاعْظِ َّ صِٔخَُ٘

ٍْذُ  ٌْمَ ح َٚ ٌْخُطَخ،  ًُ صِٔخَ٘خَ ح جْ حٌشِّ َٚ ٌْزطَْشُ،  َّٕٝ  ح َّ ٠ظََ َٚ  ٜ َٛ ْٙ َ٠

رُُٗ  ْٚ ٠ىَُزِّ ٌْفشَْؽُ أَ قُ رٌَهَِ ح ٠صَُذِّ َٚ» 

41. Khalwat (berduaan dengan lawan jenis 

atau dengan amrad) 

 : ُّٟ حٌطَّزشََحِٔ خ »َٚ َِ  ِٖ حٌََّزِٞ ٔفَْغِٟ ر١ِذَِ َٚ سَ رخٌِِّٕغَخءِ،  َٛ ٍْ ٌْخَ ح َٚ  ُْ ا٠َّخوُ

ًَ حٌشَّ  شَأسٍَ الاَّ دَخَ ِْ ًٌ رخِ ُُ خَلَا سَجُ ْْ ٠ضَْدَ لََْ َٚ خ،  َّ ُْ ر١ََُْٕٙ ١ْطَخ

ؤسٍَ  َّ ْٚ دَ ٍٓ أَ ظٍَطَِّخٌ رط١ِِ ُِ ْٕض٠ِشٌ  ٍٓ  -سَجُلًا خِ ْٕظِ ُِ دَ  َٛ ٍٓ أعَْ ْٞ غ١ِ أَ

- ٌَُٗ ًُّ شَأسًَ لَا طذَِ ِْ ْٕىِزُُٗ ح َِ  َُ ْْ ٠ضَْدَ ْٓ أَ ِِ « . خ١َْشٌ ٌَُٗ 

 : ُّٟ حٌطَّزشََحِٔ ٌظَذَْفظَُ »َٚ َٚ  ُْ َّٓ أرَْصَخسَوُ ْٚ ٌظَغَُعُّ ُْ أَ َّٓ فشُُٚجَىُ

 ُْ جُٛ٘ىَُ ُٚ  ُ َّٓ اللََّّ  «١ٌَىَْشِفَ

42. Menyentuh lawan jenis atau amrad dengan 

syahwat 

ُّٟ رغََِٕذٍ صَذ١ِخٍ:  حٌطَّزشََحِٔ َٚ« ُْ َٓ فِٟ سَأْطِ أدََذِوُ ْْ ٠طُْؼَ لََْ

خ١َْػٍ  ِّ ِٗ  -« رِ ٌِ َّٚ َٛ رىَِغْشِ أَ ُ٘ َٚ غٍََّشٍ  ِِ  ْٚ ِٛ ارْشَسٍ أَ ْٞ رِٕذَْ فظَْخِ  أَ َٚ
 ِٗ ًُّ ٌَُٗ» -ػخٌَؼِِ شَأسًَ لَا طذَِ ِْ َّظَّ ح َ٠ ْْ ْٓ أَ ِِ ْٓ دَذ٠ِذٍ خ١َْشٌ ٌَُٗ  ِِ» 

 

                                                      
17

 Muhammad bin Qurtubi Ahmad, Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-

Qur’an Juz 12 ((Bairut Libanon: Muassasah al-Risālah, 

2006). Hal 254 

43. Melihat aurat lawan jenis 

١ِ٘خً  ح َٚ  ِٗ َّْ ف١ِ َ حػْظشُِضَ رؤِ َٚ ذَُٗ  صَذَّ َٚ  ُُ ٌْذَخوِ ح َٚ  ُّٟ حٌطَّزشََحِٔ َٚ
غْؼُٛدٍ  َِ  ِٓ ْٓ حرْ ُْٕٗ  -ػَ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِ لخَيَ:  -سَظِ  -لخَيَ سَعُٛيُ اللََّّ

 َُ عٍََّ َٚ  ِٗ ُ ػ١ٍََْ : -صٍََّٝ اللََّّ ًَّ جَ َٚ ِٗ ػَضَّ  ْٓ سَرِّ حٌَّٕظْشَسُ »، ٠ؼَِْٕٟ ػَ

ٌْظٗ  خَخفظَِٟ أرَْذَ َِ  ْٓ ِِ ْٓ طشََوَٙخَ  َِ َِ ار١ٍِْظَ  ْٓ عِٙخَ ِِ  ٌَ ٛ ُّ غْ َِ  ٌُ ْٙ عَ

 ِٗ ٍْزِ طَُٗ فِٟ لَ َٚ خٔخً ٠جَِذُ دَلَا َّ ذُ: « . ا٠ َّ أدَْ َٚ« ْٓ ِِ خ  ْٕظشُُ  َِ َ٠ ٍُ غٍِْ ُِ
ُ ٌَُٗ ػِزخَدَسً  َُّ ٠غَُطُّ رصََشَُٖ الاَّ أدَْذَعَ اللََّّ شَأسٍَ ػُ ِْ ِٓ ح ذَخعِ َِ اٌَٝ 

 ِٗ ٍْزِ طَٙخَ فِٟ لَ َٚ  «٠جَِذُ دَلَا

44. Tidak menutup aurat di hadapan lawan 

jenis 

ٕٙخَ{  ِِ خ ظٙشََ  َِ َٓ ص٠َِٕظَٙٓ الا  ٌمٌٛٗ طؼخٌٝ:  }ٚلا ٠زذ٠ِ

 [ 29]حٌٕٛس: 

45. Tidak khitan padahal sudah baligh (bagi 

laki-laki) 

خ  َّ ُْٕٙ ُ ػَ َٟ اللََّّ ِٓ ػَزَّخطٍ سَظِ حٌذذ٠ِغ أخشجٗ حٌزخخسٞ ػٓ حرْ

أخشؽ ِغٍُ  َٚ شٌ ٌٍِِّٕغَخءِ  َِ ىْشُ َِ جَخي  ُْ عَُّٕشٌ ٌٍِشِّ ٌْخِظخَ شْفُٛػًخ: ح َِ
 ُْ ٌْخِظخَ ٌْفطِْشَسِ ح َٓ ح ِِ ظٌ  ّْ شْفُٛػًخ خَ َِ ، ػٓ أرَِٟ ٘ش٠َُْشَسَ 

لصَُّ  َٚ ُُ حلْْظْفخَسِ،  طم١ٍَِْ َٚ ٔظَْفُ حلْْرػِِ،  َٚ حلِاعْظذِْذَحدُ،  َٚ
خسِدِ.  حٌشَّ

Dari 45 kejahatan seksual versi hukum Islam 

tersebut, sudah mencakup banyak jenis kejahatan 

seksual versi Barat, meskipun belum semuanya. 

Larangan menikahi perempuan senasab, se-

rhadha‟, dan mertua sudah mencover larangan 

incest (hubungan sedarah). Larangan berhubung-

an dengan wanita lain selain istri sudah melarang 

rape (pemerkosaan dan segala derivasinya seperti 

prison rape, wartime sexual violence, pedophilia, 

statutory rape) dan adultery (hubungan seks 

perselingkuhan). Larangan berduaan dengan 

lawan jenis dan menyentuh lawan jenis dengan 

syahwat, sudah mengakomodir hukum groping 

(menyentuh bagian sensitif tanpa izin), sexual 

harassment, sexual abuse, sexual violence, dan 

child sexual abuse (pelecehan seksual pada anak).  

Larangan menyebarkan aib pasangan dan 

orang lain, juga sudah meng-cover larangan 

pornografi secara umum dan hostile work 

environment (lingkungan kerja yang tidak ber-

sahabat). Begitu pula larangan pelacuran sudah 

mengakomodir larangan prostitusi secara umum, 

child prostitution, human trafficking (perda-

gangan manusia), sexual slavery (perbudakan 

seks yang dapat berupa forced labor/pemaksaan 
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kerja, sex trafficking, dan sexual trafficking of 

children). Indecent exposure (memamerkan alat 

vital atau semacamnya di tempat umum) dalam 

agama islam pun dilarang secara umum, yakni 

larangan menampilkan aurat.  

Namun, klasifikasi bagian tubuh yang privat 

dalam perspektif barat berbeda dengan aurat, 

karena dalam Islam, rambut perempuan baligh 

pun aurat. Fikih juga melarang necrophilia 

(hubungan badan dengan mayat), meskipun 

peneliti belum mendapati keterangan dalilnya. 

Demikian pula, fikih melarang zoophilia 

(aktivitas seksual manusia dengan hewan). 

Beberapa kejahatan seksual versi Barat yang 

belum bisa dijerat secara khusus oleh hukum 

Islam, antara lain: marital rape (pemaksaan 

hubungan badan oleh pasangan nikah), force 

marriage/nikah paksa, paksaan agar tetap 

bertahan dalam ikatan perkawinan meskipun istri 

tidak mau, victim blaming (menyalahkan korban 

kejahatan seksual), dan dowry death (membuat 

istri bunuh diri karena tidak tahan dengan siksaan 

dari suami). Di samping itu, terdapat poligami 

yang tergolong sebagai kejahatan karena dilarang 

di beberapa negara tapi tidak dilarang di negara 

lainnya. 

Di samping itu, ada pula pelarangan kejahat-

an seksual versi Islam yang tidak terakomodir 

oleh kejahatan seksual versi Barat. Misalnya: 

hubungan sesama jenis, jima‟ (hubungan badan) 

pada waktu haid atau nifas, jima‟ (hubungan 

badan) pada dubur istri/budak perempuannya, 

menyetubuhi istri di depan laki-laki/perempuan 

ajnabiy lain, kawin kontrak (mut’ah), menikah 

tanpa wali dan saksi, menjadi Muhallil, menikahi 

perempuan sambil berniat tidak memberikan 

mahar meskipun diminta, pilih kasih terhadap 

salah satu istri yang dipoligami, meminta cerai 

dari suami tanpa alasan yang dimaklumi oleh 

syariat, menyetubuhi istri yang masih dalam iddah 

raj’i tapi belum diruju‟, Ila’ (sumpah tidak 

menyetubuhi istri lebih dari empat bulan), sumpah 

zhihar, berwali pada orang yang bukan walinya, 

menceraikan istri dalam keadaan haid atau 

menceraikan istri pada masa suci dalam keadaan 

telah dijima‟ pada masa suci tersebut, onani/ 

masturbasi, khalwat (berduaan dengan lawan jenis 

atau dengan amrad), melihat aurat lawan jenis, 

tidak menutup aurat di hadapan lawan jenis, 

menolak menjadi wali untuk perempuan yang 

berhak diwalikan dan akan menikah dengan pria 

yang kufu’ se-level dengannya, melamar 

perempuan yang masih dilamar orang lain, 

berhubungan badan di masjid, tidak khitan 

padahal sudah baligh. Menariknya, kejahatan 

seksual tersebut adalah bukan kejahatan seksual 

yang ada hukuman pastinya dalam syariat. 

Kejahatan seksual yang tidak terakomodir dalam 

hukum barat ini adalah kejahatan yang 

hukumannya berupa dosa dan siksa di akhirat. 

 

Klaim Kelemahan Hukum kejahatan Seksual 

dalam Islam dan Solusinya 

Tidak hanya dalam pengadilan syariah, 

pembuktian tindak kekerasan seksual terhadap 

anak dan KDRT memang terkenal sulit karena 

dilakukan di ruang privat yang notabene tanpa 

saksi mata.
18

 Dalam KUHAP pasal 183 dan 184 

pun, ditegaskan bahwa hakim tidak dapat 

menjatuhkan pidana pada seseorang tanpa dua 

alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, 

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 

terdakwa
19

. Namun, dalam kasus pemerkosaan, 

syariat Islam hanya menerima empat orang saksi 

sebagai alat bukti. Apabila bukti tidak berupa 

empat orang saksi, maka orang yang dituduh 

melakukan pemerkosaan maupun zina, tidak 

dikenai hukuman had zina. Justru orang yang 

menuduhnya yang dikenai hukuman qadzaf 

kecuali bila ia bersumpah li’an. 

Had dan qiṣaṣ bukan satu-satunya konsep 

pidana dalam Islam. Sebenarnya, tuntutan had 

yang tidak diloloskan oleh hakim jinayat, masih 

bisa diperjuangkan dengan cara selain had, yakni 

dengan ta’zir
20

. Jaksa penuntut dapat saja 
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menuntut terdakwa dengan pasal kekerasan dalam 

rumah tangga [bila korban adalah anak dari 

tertuduh], masuk rumah tanpa izin, dan ancaman 

kekerasan.  

Hasil visum dan berbagai pendekatan 

psikologis dapat diajukan sebagai bukti untuk 

ta’zir walaupun tidak dapat dijadikan bukti untuk 

qiṣaṣ dan ḥad. Dalam penentuan ta’zir, hakim bisa 

saja merujuk pada KUHP sebagai ta’zir atau 

peraturan ta’zir yang sudah tersedia pada Qanun 

dengan tuduhan KDRT, masuk rumah tanpa izin, 

ancaman kekerasan, atau pelecehan seksual yang 

bukan pemerkosaan maupun zina [karena 

pemerkosaan tersebut tidak berhasil dibuktikan]. 

Hakim memang dituntut untuk mencari cara 

agar had tidak terjadi. Hal ini sesuai dengan hadis 

.حدسإٚح حٌذذٚد ػٓ حٌّغ١ٍّٓ ِخ حعظطؼظُ
21

 Di samping itu, 

usaha hakim juga dapat dibenarkan oleh kaidah 

fiqh حٌخطؤ فٟ حٌؼفٛ خ١ش ِٓ حٌخطؤ فٟ حٌؼمٛرش. Namun, dua 

hal ini tidak ditujukan untuk mencegah keadilan 

tapi untuk hakim lebih berhati-hati dalam 

memutuskan perkara. Oleh karena itu, alangkah 

baiknya jika tugas untuk menuntut sekeras-

kerasnya bukan dilimpahkan kepada hakim tapi 

kepada jaksa. 

 

 
 

Kedua versi kejahatan seksual menurut Barat 

dan Islam, memiliki kelebihan dan kekurangan-

nya sendiri. Alangkah baiknya bila hal itu 

dijadikan kekayaan intelektual dan sumber 

pertimbangan putusan yang saling menghargai 

tanpa mengingkari keunikan prinsip masing-

masing paradigma. Dari penelusuran kitab 

zawajir, didapatkan 44 macam kejahatan seksual. 

Walaupun macam kejahatan seksual dalam ranah 

fikih juga banyak, tapi terdapat 6 kejahatan 

seksual versi barat yang tidak terakomodasi, 

yaitu: marital rape (pemaksaan hubungan badan 

oleh pasangan nikah), force marriage/nikah 

paksaan agar tetap bertahan dalam ikatan 

perkawinan meskipun istri tidak mau, victim 

blaming (menyalahkan korban kejahatan seksual), 
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dan dowry death (membuat istri bunuh diri karena 

tidak tahan dengan siksaan dari suami). Adapun 

solusi untuk kelemahan hukum kejahatan seksual 

dalam fikih, adalah dengan menambahkan 

tuntutan ta’zir untuk kejahatan tambahan seperti 

kekerasan, masuk rumah tanpa izin, ancaman dan 

pelecehan seksual yang bukan zina. Kemudian 

tidak hanya hakim yang harus pandai mencari 

haylah syar’iyah tapi jaksa juga harus pandai 

mencari celah-celah untuk meloloskan tuntutan-

nya. 
 

 

Al-Syirazi, Ibrahim. “Al-Muhadzdzab.” Cairo: 

Al-Babi Al-Halabi, 1976 

 

Andani, Meri. “KEWAJIBAN MENYERTAKAN 

BUKTI PEMULA OLEH KORBAN 

DALAM PROSES PEMBUKTIAN KASUS 

PEMERKOSAAN (STUDI PASAL 52 

QANUN ACEH NO. 6/2014 TENTANG 

HUKUM JINAYAT),” n.d. 

 

Arafah, Azmi, Faradilla Fadlia, S Sos, and M 

Arts. “Sumpah Dalam Qanun Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 

(Konsep Keadilan Bagi Korban 

Pemerkosaan).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 5, no. 1 

(2020) 

 

Haytamī, Ahmad Ahmad. Al-Zawājir An Iqtirāf 

Al-Kabāir Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1987 

 

“Kejahatan Seksual,” n.d. https://www.bing.com/ 

search?q=kejahatan+seksual&form=QBLH&

sp=-1&pq=kejahatan+seksual&sc=8-

17&qs=n&sk=&cvid=62D462E10BA34EA5

B8CBE9EB71102966 

 

“Kejahatan Seksual 2021,” 2021. 

https://scholar.google.com/scholar?start=0&

q=kejahatan+seksual+2021&hl=id&as_sdt=

0,5 

 

D. Simpulan 

https://www.bing.com/


“Supremasi Hukum” Volume 18 Nomor 2, Juli 2022 Achmad Thorik dan Maulanida 

   22 

 

 

Muhammad bin Qurtubi Ahmad. Al-Jāmi’ Li 

Ahkām Al-Qur’an Juz 12. (Bairut Libanon: 

Muassasah al-Risālah, 2006 

 

———. Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’an Juz 5. 

Bairut Libanon: Muassasah al-Risālah, 2006 

 

Mushthafaa al-Zuhayliy Muhammad. Al-Wajiiz 

Fii Ushuul Al-Fiqh Al-Islaamiy Juz 1. 

Damaskus: Daar al-Khayr, 2006 

 

PasaribuI.L, dan Simanjuntak. B. Kriminologi. 

Bandung: Tarsito, 1984 

 

Rizaldy Reza. “Hukum Syariah, Om Dan Ayah 

Bebas Setelah Perkosa Anak Di Aceh?” 

Opini Stories, 2021. 

https://today.line.me/id/v2/article/JRMxVM 

 

Savitri, Niken. “PEMBUKTIAN DALAM 

TINDAK PIDANA KEKERASAN 

SEKSUAL TERHADAP ANAK | Jurnal 

Bina Mulia Hukum.” Jurnal Bina Mulia 

Hukum, 2020 

 

Sepang, Giant K Y. “Pembuktian Suatu Tindak 

Pidana Berdasarkan Barang Bukti Menurut 

Pasal 183 KUHAP.” Lex Crimen 4, no. 8 

(2015) 

 

Tarigan, Azhari Akmal. “Ta‟zir Dan Kewenangan 

Pemerintah Dalam Penerapannya.” AHKAM: 

Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 1 (2017) 

 

Waskita, Widiyanti Ninik dan, and Yulius. 

Kejahatan Dalam Masyarakat Dan 

Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara, 1987 

 

ات  طاق ة ب سرق يم. “ راه نا إب اعي, دة. ردي رف ال

سلامي,” 3102 قه الإ ف ي ال تمان ف  .الائ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://today.line.me/id/v2/article/JRMxVM

